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I. PENDAHULUAN
Sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 1999, memberikan peluang dan kesempatan kepada setiap daerah untuk menggali potensi sumberdaya alam sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Salah satu potensi sumberdaya alam daerah yang banyak digarap adalah air.  Sumberdaya air merupakan sumberdaya yang sangat penting dan strategis karena hampir seluruh kegiatan manusia memerlukan air dimana keberadaannya tidak dapat tergantikan, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun untuk kebutuhan pertanian, industri dan ekonomi. Berdasarkan UU No.7/2004 tentang Sumberdaya Air pasal 4, yang menyatakan bahwa “Sumberdaya air mempunyai fungsi sosial, ekonomi dan lingkungan hidup yang diselenggarakan dan diwujudkan secara seimbang”. 

Air, selain merupakan kebutuhan dasar manusia, juga sebagai public goods yang tidak dimiliki siapapun, melainkan dalam bentuk kepemilikan bersama (global commons), yang dikelola secara kolektif, bukan untuk dijual atau diperdagangkan guna memperoleh keuntungan. Pandangan tradisional tersebut sudah berubah dan ditinggalkan, karena air tidak hanya sekedar ‘barang publik’ tetapi sudah menjadi komoditas ekonomi. Paradigma tradisional ini bertentangan dengan paradigma pengelolaan air modern yang berdasarkan pada nilai ekonomi intrinsik (intrinsic value) dari air, yang dilandasi pada asumsi adanya keterbatasan dan kelangkaan (limited and scarcity) air serta dibutuhkannya investasi atau penyediaan air bersih, sebagai pemenuhan hak atas setiap warganegara (Sanim, 2011). Bertitik tolak pada paradigma tersebut maka dampak yang dapat ditimbulkan oleh air dapat sangat luas yaitu dapat menyangkut pada kehidupan ekonomi, politik, sosial, budaya dan pertahanan serta keamanan.  Oleh karena itu keberadaan dan ketersediaannya akan selalu terus diusahakan untuk memenuhi kebutuhan publik.
 Keberadaan sumber daya air sesungguhnya ini sangat tergantung pada ekosistem hutan yang ada di wilayah tersebut, terutama adalah hutan yang berada dalam sistem DAS.  Karena hutan secara hidrologis memliki fungsi penambat air, memperlambat laju aliran air untuk dapat diinfiltrasikan  ke dalam tanah, sebelum akhirnya sampai pada dataran yang lebih rendah dan dipanen airnya baik berupa sumber air dangkal seperti: sumber air permukaan, sungai dan danau maupun air dalam seperti sumur artesis dan preatis. 
Sebagai contoh pengembangan DAS Kali Brantas selain memberikan hasil yang positif namun ditemui pula hal-hal negatif yang tidak menggembirakan. Karena sejalan dengan bertambahnya penduduk dan terbatasnya lapangan kerja maka ada kecenderungan meningkatnya ekploitasi sumber daya alam tanpa memperdulikan akibat yang akan terjadi pada lingkungan sehingga terjadi degradasi DAS. Karena konversi hutan untuk penggunaan lahan lain di daerah tangkapan air (cathment area) merupakan bentuk ganggunan ekosistem yang tidak hanya akan mengganggu keberadaan flora fauna di daerah tersebut tetapi juga akan menggangu kelestarian potensi sumber air dan kinerja DAS, seperti mengeringnya sumber-sumber mata air, peningkatan defisit, aliran permukaan  dan sedimentasi yang tinggi serta penurunan permukaan air tanah.  Ekosistem hutan yang berada pada daerah penyangga dalam hal ini memegang peran penting dalam hal reduce, reuse dan recycles sumberdaya air. Indikasi adanya peruabahan eksosistem hutan Oleh karena itu keberadaan dan variasinya perlu dikaji. 
II. IDENTIFIKASI DAN ANALISIS PERMASALAHAN
Di Indonesia sebagian besar air yang mengalir di sungai-sungai berasal dari Daerah Aliran Sungai (DAS) yang berhutan. Dengan demikian ketersediaan air, baik secara kuantitas maupun kualitasnya secara langsung dipengaruhi oleh kualitas hutannya (Lee, 1981).  Atinya jika pengelolaan hutan yang berada di hulu DAS dalam keadaan baik maka dampaknya terhadap daerah hilir akan baik pula. Mengambil contoh kasus pada sub DAS Brantas kecendrungan terjadinya degradasi hutan, indikasinya mulai tampak hal ini ditunjukkan oleh beberapa permasalahan seperti: menurunnya debit air dan laju erosi yang meningkat.

2.1. Identifikasi Masalah 
Hasil Identifikasi terhadap adanya perubahan ekosistem hutan di sub DAS Brantas diperkuat oleh adanya informasi yang mengungkapkan bahwa, ketersediaan air di beberapa daerah di Jawa Timur khususnya di Kabupaten Malang sudah mulai terbatas atau menurun dan juga tidak terdistribusi secara merata antar waktu dan antar individu.  Sebagai contoh pada musim kemarau beberapa waktu yang lalu debit sumber air di Kabupaten Malang, menyusut hingga 10 persen, terdapat sekitar 510 sumber air, yang tersebar di 33 kecamatan, sudah terganggu debit airnya. Termasuk sumber air Wendit yang paling besar memasok kebutuhan air minum warga Kota Malang. (http://KBR68H-kekeringan-ancam-ratusan-sumber-air-di-malang-.htm). 
Menurut KLH Batu seperti yang diungkapkan oleh Triwitarsih (2009) mengemukakan bahwa dari 111 sumber air di batu saat ini tercatat 57 sumber air yang harus diperhatikan secara serius karena telah mulai mengalami penyusutan. Kondisi penyusutan sumber air dipertegas pula oleh pernyataaan Direktur PDAM Batu Arifin (2011) yang menyatakan bahwa dari rata-rata debit yang digunakan sebesar 150 liter /detik telah menyusut menjadi 115 liter /detik. 
[image: image4.emf]Tentu saja berkurangnya debit air akan mengurangi pasokan air minum untuk warga kota malang dan sekitarnya.  Seperti yang telah diprediksikan yaitu jika kebutuhan air bersih warga sebesar 17 423 791 liter/hari dengan debit 2 016 liter/detik dan dengan kapasitas terpasang saat ini sebesar 1 283,2 liter/detik berasal dari sumber Wendit, Binangun, Banyuning, Karangan, Sumbersari dan Badut tentu kebutuhan tersebut masih tidak mencukupi sehingga perlu ada pergiliran dan alternatif pencarian sumber air lain untuk memenuhi kekurangannya (Sari, 2011).
Gambar 1. Bentuk usahatani di DAS Ambang yang tidak sesuai dengan kaidah konervasi sebagai penyebab terjadinya erosi dan penurunan debit air

Indikasi akibat adanya gangguan ekosistem hutan tampaknya tidak hanya terhadap fluktuasi debit yang tinggi yaitu pada saat debit kecil mengakibatkan krisis air sebaliknya akan menyebabkan banjir, tetapi ditunjukkan pula oleh adanya peningkatan laju erosi.  Menurut Perum Jasa Tirta (2005), merujuk hasil studi BRLKT Brantas tahun 2003, memperlihatkan bahwa erosi pada sub DAS Amprong, Bango, dan Brantas erosi tertinggi sebesar 2 268 ton/ha/tahun terjadi di DAS Amprong.  Apabila dibandingkan dengan tahun 1980-an, pada sub DAS Amprong, Bango dan Brantas Hulu menunjukkan bahwa erosi yang terjadi telah meningkat hampir 300 %.   Dampak nyata dari proses ini adalah terjadinya pendangkalan di waduk Sutami dan Sengguruh, secara teknis jauh lebih cepat dari perkiraan yaitu yang semula diharapkan mampu menampung sediment sebesar 19 juta m3 dalam kurun waktu 20 tahun, ternyata telah penuh hanya dalam kurun waktu 6 tahun. Secara Lengkap besarnya erosi yang terjadi di DAS Kali Brantas Bagian Hulu dapat dilihat pada Tabel 1, berikut.
Tabel 1. Erosi di DAS Kali Brantas Bagian Hulu

	No
	Sub DAS
	Luas (km2)
	Laju Erosi

	
	
	
	A =RKLSCP ton/ha/tahun
	m3/km2/tahun
	mm/tahun
	m3/tahun

	1
	Brantas Hulu
	182
	108,20
	6 009,20
	6,00
	1 093 679

	2
	Bango Sari
	262
	60,10
	3 337,60
	3,30
	874 454

	3
	Amprong
	348
	172,50
	9 585,60
	9,60
	3 335 779

	4
	Manten
	217
	61,70
	3 430,20
	3,40
	744 359

	5
	Lesti Hulu
	258
	195,80
	10 879,20
	10,90
	2 806 825

	6
	Genteng
	131
	152,50
	8 472,00
	8,50
	1 109 827

	7
	Lesti Hilir
	219
	69,70
	3 874,70
	3,90
	848 553


Keterangan: A= besarnya kehilangan tanah persatuan luas lahan, R = faktor erosivitas curah hujan dan air, K = faktor erodibilitas tanah, L = faktor panjang kemiringan lereng, S = faktor gradien (beda) kemiringan, C = faktor (pengelolaan) cara bercocok tanam, P = faktor praktek konservasi tanah (cara mekanik).
Sumber: Water Resources Existeing Facilities Rehabilitation and Capacity Improvement Project, Pebruari, 2005.
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Gambar 2. Aliran sungai yang membawa partikel sedimen
2.2. Analisis Permasalahan
Permasalahan diatas merupakan permasalahan yang klasik, berawal dari tekanan ekonomi.  Secara umum penduduk di sekitar DAS adalah petani yang memiliki penghasilan dan tingkat pendidikan relatif rendah.  Untuk menjamin penghidupannya dan memenuhi tuntutan ekonomi otomatis mereka berusaha semaksimal mungkin meningkatkan produktivitas lahannya.  Penterjemahan produktivitas usaha tani adalah usahatani dengan memperhatikan tingkat kesuburan yang berkelanjutan, namun ditingkat masyarakat (petani), keberdayaan secara ekonomi mempengaruhi pola dan tindakan mereka terhadap cara-cara budidaya dan konservasi yang dilakukan. Masyarakat disekitar hutan demi memenuhi kebutuhannya bahkan secara ekstrim melakukan penjarahan dan penebangan liar.  
Tabel 2, dan Gambar 3, berikut ini memperlihatkan beberapa kasus bagaimana gangguan keamanan hutan di wilayah KPH Malang.  Selain itu tekanan-tekanan terhadap keberlangsungan dan keberadaan DAS juga terjadi pada aspek adanya konversi hutan untuk penggunaan lain, seperti ditunjukkan pada Tabel 3.  
[image: image5.emf]Tabel 2. Gangguan keamanan hutan di wialayah KPH Malang mulai tahun 2001 – Mei 2006.

[image: image2.emf]
Gambar 2. Proses pembakaran hutan untuk tujuan konversi lahan

Tabel 3. Penggunaan Lahan Sub DAS Ambang, Melamon dan Lesti1
	No.
	Penggunaan Lahan2
	Luas

	
	
	ha
	%

	Sub DAS Ambang
	
	

	1
	Budidaya Pertanian dan semak
	74 621,18
	73,,39

	2
	Hutan
	27 053,82
	26,61

	
	Total
	101 675,00
	100

	Sub DAS Melamon
	
	

	1
	Budidaya Pertanian, semak dan genangan
	66 233,12
	84,82

	2 
	Hutan,jati, Hutan Campuran dan Hutan Lebat
	11855,88
	15,18

	
	Total
	78 089,00
	100

	Sub DAS Lesti
	
	

	1
	Budidaya Pertanian dan Semak Belukar
	52 175
	89,33

	2
	Hutan, Hutan Jati, dan Mahoni 
	6 209
	10,67

	
	Total
	58 384
	100


1)Diolah dari Nurfatriani (http://puslitsosekhut.web.id/publikasi.php?id=159)
2)Budidaya Pertanian meliputi: sawah, tegal, pekarangan, kebun campuran, kebun kopi, kebun cengkeh, tebu, padang rumput, semak dan belukar
Menurut Perum Jasa Tirta I sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 2005 luas areal hutan di sub DAS Brantas telah berkurang sebesar 33%. Berdasarkan kenyataan diatas permasalahan utama adalah terjadinya alih fungsi lahan hutan menjadi lahan lain (pertanian, perkebunan, perumahan dan pabrik), pencurian dan pengrusakan hutan. Melihat kenyataan pada Tabel 3 apabila mengacu pada ketentuan ideal keberadaan hutan suatu wilayah yaitu 30 % dari luas wilayahnya maka keadaan tersebut relatif masih sangat kecil. 

III. PENYELESAIAN MASALAH 
Penyelesaian masalah telah banyak dilakukan oleh berbagai pihak baik yang berkaitan dengan mitigasi dan rehabilitasi berkaitan dengan dampak yang akan terjadi dengan adanya perubahan ekosistem hutan seperti:
1. Dalam pembangunan sumber daya kehutanan, ditetapkan beberapa kebijakan meliputi:
a. diprioritaskan pada pemberantasan penebangan liar, 
b. penanggulangan kebakaran hutan, 
c. restrukturisasi sektor kehutanan, 
d. rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan, 
e. penguatan desentralisasi kehutanan. 
f.    penerapan kebijakan soft landing yaitu penurunan jatah produksi kayu dari hutan alam secara bertahap 
g. penilaian kinerja pengelolaan hutan alam produksi oleh lembaga penilai independen; 
h. rehabilitasi dan pemulihan sumber daya alam yang diprioritaskan pada  DAS (Daerah Aliran Sungai); meningkatkan realisasi pelaksanaan reboisasi misalnya dengan melaksanakan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
i.    meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program Pembangunan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) dengan melibatkan pengusaha HPH di luar Jawa, Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) oleh Perum Perhutani di Jawa, dan Hutan Kemasyarakatan (HKM) di beberapa daerah. 
2. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan kehutanan, dilaksanakan program pembangunan yang meliputi:
a. pembinaan produksi kehutanan; 
b. perlindungan dan konservasi sumber daya alam; 
c. pembangunan dan pembinaan kehutanan; 
d. rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam; 
e. dan peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam. 
Untuk itu, saat ini telah dibentuk Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional di 4 wilayah agar sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan kehutanan dapat ditingkatkan. http://www.bappenas.go.id/get-file-server/node/1134/
Apabila melihat dari berbagai kebijakan dan program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah secara prinsip menjaga agar hutan dan sumberdayanya tetap lestari, namun apabila tidak didukung oleh keinginan masyarakat maka dalam pelaksanaannya akan banyak mengalami hambatan dan kendala, sehingga berbagai aturan dan kebijakan tersebut akan kurang efektif.  Disisi lain yang perlu ditekankan terhadap pemerintah adalah penegakan hukum yang tegas terhadap terhadap pelanggaran aturan yang telah ditetapkan.
IV. REKOMENDASI SOLUSI
Sebagai solusi alternatif terhadap rawannya dampak tekanan ekonomi terhadap masyarakat yang berujung pada perambahan hutan, penebangan secara liar dan pembukaan lahan hutan diperlukan usaha intensifikasi pengelolaan lahan masyarakat di daerah penyangga. Tujuan pengelolaan daerah penyangga adalah untuk meningkatkan potensi manfaat jasa lingkungan dan nilai ekonomi lahan masyarakat, termasuk didalamnya adalah merehabilitasi lahan kritis dengan hutan kemasyarakatan (HKm), hutan rakyat (HR) atau agroforestry.  
Dalam menetapkan dan mengelola daerah penyangga kawasan konservasi harus didasarkan pada tiga aspek yang saling terkait, yaitu aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya masyarakat, sehingga daerah penyangga memiliki nilai ekonomi yang mampu meningkatkan taraf hidup dan persepsi masyarakat dalam menjaga keutuhan kawasan konservasi. Oleh karena itu pembangunan kawasan konservasi, daerah penyangga, dan ekonomi masyarakat mempunyai hubungan timbal balik yang dapat menguntungkan. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah penyangga kawasan konservasi. Dengan demikian, pembangunan daerah penyangga merupakan pembangunan terpadu yang mencakup berbagai bidang berdasarkan karakteristik permasalahan dan kebutuhan obyektif dari masingmasing wilayah yang dibangun. Sejalan dengan itu maka rencana pembangunan daerah penyangga dan kawasan konservasi dalam perencanaan terpadu harus terkait erat dengan rencana pembangunan wilayah atau daerah sehingga setiap usaha pembangunan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Pengelolaan daerah penyangga adalah perpaduan keserasian pengelolaan lahan hutan dan pertanian sesuai dengan kondisi fisik kawasan untuk mendapatkan hasil optimal guna menunjang sistem perekonomian masyarakat lokal. Untuk itu daerah penyangga pun dibedakan penataannya atas wilayah-wilayah (zonasi). 
Fungsi jalur hijau adalah menyangga fisik kawasan dari gangguan, pengaruh jenis eksotik tumbuhan, dan sebagai perluasan homerange satwa. Areal yang dapat dikelola sesuai dengan fungsi di atas adalah HPH, kawasan lindung, dan kawasan hutan lainnya yang berbatasan dengan kawasan konservasi. Fungsi jalur interaksi adalah menyangga kawasan konservasi dan jalur hijau dari perubahan ekosistem yang drastis, gangguan satwa liar ke kawasan budidaya, dan mendukung peningkatan sosial ekonomi masyarakat. Pengelolaan jalur interaksi dilakukan dengan pengembangan agroforestry, dimanfaatkan secara terbatas dan vegetas sekunder atau areal yang ditinggalkan masyarakat dibangun menjadi hutan rakyat atau hutan kemasyarakatan yang dapat mendukung konservasi tumbuhan yang benilai ekonomis dan ekologis.

Fungsi kawasan budidaya daerah penyangga adalah untuk mendukung peningkatan sosial ekonomi masyarakat, pengembangan wilayah dan wisata. Sedangkan pengelolaan kawasan budidaya dilakukan pengembangan program pertanian terpadu melalui pembukaan lahan tanpa pembakaran, pemakaian herbisida yang tidak berdampak negatif, serta menetapkan pemukiman masyarakat desa lokasi yang tidak akan menimbulkan dampak negatif terhadap kawasan dan masyarakat akibat satwa liar (Setyawati dan Bismark, 2002).

Pengelolaan hutan dan kawasan konservasi, termasuk upaya rehabilitasi lahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan, telah memprogramkan pengembangan hutan kemasyarakatan Kepmen No. 311/ Kpts-II/2001, tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan), hutan tanaman, dan hutan rakyat dalam bentuk agroforestry. Sebagai paradigma baru dalam pengelolaan hutan, pelaksanaan hutan kemasyarakatan yang dipadukan dengan model agroforestry diharapkan dapat melestarikan hutan alam melalui peningkatan produktivitas lahan hutan di areal masyarakat atau di lahan kritis. Program ini perlu diadakan di sekitar kawasan konservasi seperti taman nasional dengan pengembangan model tersebut di daerah penyangga, untuk meningkatkan kesejahteraan dan persepsi masyarakat dalam perlindungan kawasan pelestarian alam. 
Praktek agroforestry yang dikembangkan dalam pengelolaan hutan bersama masyarakat, melalui hutan rakyat atau hutan kemasyarakatan sebenarnya telah berkembang lama di masyarakat. Sistem tersebut merupakan pengetahuan empirik yang dihimpun dalam kurun waktu yang panjang akibat dari ketergantungan masyarakat terhadap hutan. Agroforestry yang dikembangkan masyarakat petani menghasilkan hasil hutan non kayu sebagai hasil utama. Secara ekologis berfungsi sebagai hutan alam karena stratifikasi tajuk dari perpaduan jenis tanaman bersifat perdu dan pohon termasuk buah-buahan dan tanaman jenis pohon yang berasal dari hutan alam (Michon dan Foresta, 1995).

V. URAIAN RANCANGAN PERBAIKAN LINGKUNGAN
 Langkah-langkah kebijakan di bidang kehutanan untuk mengatasi permasalahan di atas adalah dengan melakukan 5 program pembangunan sebagai berikut: (1) pemantapan pemanfaatan potensi sumber daya hutan; (2) perlindungan dan konservasi sumber daya alam; (3) rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam; (4) pengembangan kapasitas pengelolaan SDA dan LH; (5) peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH.

Langkah-langkah kebijakan untuk mengatasi permasalahan bidang lingkungan hidup untuk mengatasi permasalahan di atas adalah dengan melakukan program-program (1) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup; (2) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam; (3) Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan (4) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
VI. URAIAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN
Dalam melakukan rancangan perbaikan lingkungan dari ckonsep menjadi aksi (from concepts to actions) diperlukan pengamatan yang komprehensif terhadap permasalahan yang  menjadi penyebab terhadap apa yang dikibatkan oleh penyebab atau umumnya dikenal dengan causes – effects problem atau menurut Mikkelsen (1999) sebagai Logical Framework Approach. 
A. Penyebab terjadinya degradasi atau penurunan sumber daya alam (air) disebabkan oleb beberapa faktor:

1. Tekanan Populasi dan Kemiskinan
Indonesia saat ini mengalami pertambahan jumlah penduduk yang sangat signifikan dan menjadi negara ke-empat berpenduduk terbanyak empat dengan jumlah penduduk sekitar 241 973 879 jiwa.  Mereka umumnya tinggal di desa dengan lahan yang relatif kecil dan marginal dengan keterbatasan fasilitas pendukung.  Kenyataan ini memberikan dampak terhadap adanya perambahan terhadap hutan sebagai upaya meningkatkan pendapatan dengan melakukan budidaya di dalam hutan. 

2. Pertanian Komersial

Dengan meningkatnya nilai ekonomi beberapa tanaman tertentu seperti misalnya: kentang, wortel atau tanaman hortikultura lainnya mendorong petani untuk memacu meningkatkan produksinya dengan cara pertanian monokultur bahkan mereka melakukan ektensifikasi terhadap lahan-lahan marginal yang seharusnya tidak layak atau tidak disarankan untuk ditanami

3. Perkampungan (Tempat Tinggal)

Dengan meningkatnya pertambahan penduduk, tentu tidak hanya dibutuhkan pangan tapi juga papan. Sehingga mereka cenderung berekpansi terhadap lahan-lahan yang peruntukannya bukan sebagai perumahan. Di wilayah DAS Brantas hulu luas areal yang digunakan sebagai pemukiman mencapai 20,95 km2 (12%). Keberadaan pemukiman ini selain mengurangi wilayah tangkapan air juga umumnya kayu yang diambil adalah di sekitar wilayah tersebut
4. Pemeliharaan Ternak
Selama ini pemeliharaan ternak merupakan bagian integral dari kegiatan ekonomi yang berkembang memberikan tekanan pada keberadaan hutan dan rerumputan. Padahal setiap hutan dan padang rumput belum tentu memiliki daya dukung yang sama, sehingga hutan dan padang rumput akan cenderung mulai rusak saat daya dukungnya sudah terpenuhi lagi.
5. Kayu Bahan Bakar

Hampir seluruhnya rumah tangga petani di pedesaan di kebanyakan negara berkembang tergantung pada kayu bakar.  Di negara seperti Nepal 76% total konsumsi energinya berasal dari kayu bakar dan 97,2% dikonsumsi di wilayah desanya sendiri.  Secara ekologi pengumpulan kayu bakar tidak menimbulkan bahaya erosi kecuali telah mengurangi persediaan di hutan.
6. Logging (penebangan)

Kayu merupakan bahan yang superior karena memiliki nilai tinggi baik bahan dalam bentuk mentah apalagi dalam bentuk jadi.  Sehingga kayu selalu menjadi obyek jarahan.  Menurut Myers (1981), 20 -34 ribu miles2 hutan tropis hilang karena ditebang.  Penebangan tertinggi terjadi di Asia tenggara sekitar 4 000 – 11 000 miles2
7. Sistem Budidaya Pertanian

Tanah tropika basah, pegunungan dan arida sangat rentan terhadap pengasaman dan erosi. Secara lingkungan tanah tropis basah sangat cocok untuk tanaman pepohonan dan atifitas pastoral.  Tapi saat ini oleh petani yang subsisten banyak ditanami dengan tanaman semusim.  Keadaa ini akan cenderung mempercepat erosi tanah dan degradasi. 

B. Metode Penerapan Analisis Sumberdaya Alam
Berdasarkan kasus-kasus diatas beberapa faktor utama di wilayah studi adalah: deforestation, penurunan produktifitas lahan pertanian dan alih fungsi lahan.
1. Penebangan Hutan
Tabel 4. Kemungkinan sebab akibat utama dari penebangan hutan
	Masalah
	Sebab
	Akibat

	Penebangan Hutan
	Perluasan lahan pertanian, kayu bakar, persediaan pakan ternak, pemotongan pohon, kebakaran, kepemilikan umum, untuk pemukiman, penggembalan ternak
	Erosi tanah, banjir, pengasaman, kehilangan kesuburan, berkurangnya kayu bakar, pakan ternak dan pohon, hilangnya sumber air


Keadaan diatas merupakan indikasi gejala yang ada di desa, bahwa praktek pengupulan kayu bakar, pakan ternak, penebangan pohon dan perluasan area pertanian merupakan penyebab berkurangnya hutan. 
2. Alih Fungsi Lahan
Tabel 5. Kemungkinan sebab-akibat utama alih fungsi lahan

	Masalah
	Sebab
	Akibat

	Alih Fungsi Lahan
	Perluasan lahan pertanian, pemukiman, migrasi,polarisasi kota-desa,  kepadatan penduduk kepemilikan umum, untuk pemukiman, penggembalan ternak, langkanya pekerjaan
	Erosi tanah, banjir, pengasaman, kehilangan kesuburan, berkurangnya kayu bakar, pakan ternak dan pohon, hilangnya sumber air, kebakaran


3. Degradasi Lahan Pertanian
Tabel 6. Kemungkinan sebab-akibat utama degradasi lahan

	Masalah
	Sebab
	Akibat

	Degradasi Lahan Pertanian
	Sistem pertanian yang tidak tepat, tidak adanya serapan air, mono cropping, water logging, soil leaching, kurangnya pepohonan
	Erosi tanah, banjir, pengasaman, kehilangan kesuburan, penurunan hasil, penurunan debit, hilangnya sumber air, kurangnya pangan


4. Pemetaan Gabungan Degradasi Sumberdaya alam
Tabel 7. Kebijakan dan Program Terseleksi Berkaitan dengan SDA
	Masalah
	Program Kebijakan

	
	Supply
	Demand
	Management

	Degradasi Lahan pertanian
	Perluasan/ekspansi lahan pertanian, asalkan lahan yang sesuai tersedia. Pendistribusian lahan kembali jika ada yang curang, Adopsi teknologi
	Memperkenalkan aktifitas diluar pertanian, Pengendalian dan mengontrol pertumbuhan populasi
	Mulching, manuring, mixed cropping, Legume cultivation, falowwing, terracing, 
Market price dan marketing facilities (Pengembangan ekonomi masyarakat)
Pengelolaan sumber daya air

	Penebangan Hutan
	Penghutanan kembali, hutan pribadi, agroforestry, penetapan bahan bakar alternatif, Memperkenalkan pertanian untuk pakan ternak dan budidaya alternatif
	Mengontrol laju pertumbuhan manusia dan hewan, Menentukan pemakaian tungku yang baik, Memperkenalkan aktifitas pertanian dan diluar pertanian
	Komunitas kepemilikan hutan, Menentukan penjaga hutan (kelembagaan), Menentukan batas pengumpulan pakan ternak dan kayu bakar, Pemajakan untuk pengumpulan pakan ternak dan kayu bakar,
Pengelolaan sumber daya air

	Alih Fungsi Lahan
	Perluasan pemukiman penduduk, Relokasi pemukiman penduduk, Penataan ruang/kawasan, Memperkenalkan pola-pola hidup selaras alam dan teknik budidaya alternatif
	Mengontrol laju pertumbuhan penduduk, 
Mengontrol Migrasi dan urbanisasi penduduk

Mengatur dan menetapkan berbagai kawasan

Memperkenalkan aktivitas pertanian alternatif dan diluar pertanian 
	Komunitas pemilik lahan, Pemberdayaan kelembagaan, Pembatasan perluasan areal pemukiman,

Penetapan peraturan dan sanksi yang tegas 


VII. URAIAN KEGIATAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

Beberapa hal yang perlu diperhatiakan dalam pelaksanaan konservasi sumber daya alam adalah:

a. Kegiatan Pra Konservasi

1. Penilaian kawasan konservasi, dilakukan untuk mengetahui sejauh mana suatu kawasan masih mampu mendukung dan menjamin atas peranan fungsinya sebagai penyangga dan atau perlindungan, dalam penilaianya dilakukan dengan cara survei pada areal konservasi, kemudian dilakukan penilaian terhadap areal konservasi dengan menggunakan parameter penilaian seperti: ukuran lahan, potensi ekologis, letak geografis, ancaman dan kemanfatannya.

2. Identifikasi tingkat kerusakannya

3. Identifikasi faktor pembatas dan pendukung pertumbuhan, contoh: faktor edafis dan faktor iklim mikro.

4. Pemilihan jenis yang cocok. Pada umumnya jenis tanaman yang direkomendasikan untuk ditanam adalah spesies-spesies pioner yang tidak membutuhkan prasarat tumbuh yang tinggi, cepat tumbuh dan memiliki tingkat adaptasi yang tinggi. Bsebagai penahan air hujaneberapa contoh tanaman kayu yang dapat ditanam antara lain: sungkai, meranti, damar, merbau, suren, trembesi, jati, mahoni dan beberapa tanaman buah khas seperti: rambutan, durian, manggis, nangka, sukun, kedongdong, duku, langsat dan lain-lain. Dimana tanaman ini mudah dan cepat tumbuh pada lahan kritis, memiliki struktur tajuk yang baik. Sebagai penahan air hujan dan pengembalian unsur hara tanah yang diperlukan untuk tanaman asli pada kawasan konservasi.
b. Kegiatan Konservasi

Kegiatan konservasi yang dilakukan sebaiknya melibatkan seluruh masyarakat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan rasa kepedulian dan ras tanggung jawab masyarakat akan kelestarian ekosistem.

Kegiatan konservasi ini meliputi: 1) dibangunnya pusat pembibitan (nursery), sebaiknya lokasi pembibitan tidak jauh dari areal yang akan dikonservasi, 2) kegiatan penanaman pada areal yang dikonservasi (pada batas-batas yang telah ditetapkan menjadi areal konservasi dan sah secara hukum).  Kegiatan ini akan lebih bermakna jika dilakukan dengan pengawasan dan pembimbingan masyarakat oleh petugas balai konservasi.

c. Kegiatan Pasca Konservasi

Setelah masa penanaman dilanjutkan dengan pemeliharaan.  Agar pertumbuhan tanaman tersebut menjadi optimal sehingga secara otomatis pertumbuhan dan perkembangan satwa meningkat.  Selanjutnya untuk meningkatkan penyebaran satwa dalam ekosistem konservasi dibuat koridor yang memenuhi kondisi ekologis tertentu diantara fragmen-fragmen hutan sehingga layak untuk penyebaran satwa. Hal ini senada dengan pernyataan Augeri(1995), bahwa koridor yang dibuat hendaknya sedapat mungkin menghindari adanya pembuatan fragmentasi habitat dalam kawasan hutan. Sebab pada umumnya satwa liar tidak akan menyebrangi derah terbuka bahkan cenderung menghindari tepi hutan.
Dilakukannya pemberdayaan masyarakat sekitar wilayah konservasi, sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya menjaga kelestarian ekosistem wilayah konservasi.  Cara pemberdayaan masyarakat adalah dengan; a) pembinaan masyarakat melalui penghijauan, pelatihan, dan penuluhan, dan ikut serta memelihara di dalamnya, b) pendidikan formal dengan memasukkan muatan lokal pengenal hutan dan lingkungan.
Selain itu pemerintah juga harus mengeluarkan kebijakan-kebijakan dengan melibatkan masyarakat sekitar areal konservasi untuk bersama-sama menyutujui dan melaksanakan isi dari kebijakan tersebut yang berisi peraturan dan sanksi yang berlaku secara hukum. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kelestarian ekosistem areal konservasi (termasuk segala sesuatu yang ada didalamnya) dan tanpa ada pihak yang merasa dirugikan. Sebagai contoh, seluruh anggota masyarakat sekitar ekosistem konservasi menyepakati peraturan desa (perdes) yang melarang segala aktivitas yang mengeksploitasi hutan secara ilegal.
Sebaiknya didirikan atau dibangun pos pengamanan di beberapa titik/lokasi di sekitar areal konservasi sehingga dapat membantu dalam upaya peningkatan pengamanan kawasan dari kegiatan-kegiatan illegal seperti: penebangan liar, penjarahan, perambahan dan perburuan satwa dan lain-lain.

d. Manfaat yang Diperoleh dari Hasil Konservasi
Secara umum manfaat yang dapat diambil dari hasil kegiatan konservasi adalah:
1. Memperbaiki dan Meningkatkan Fungsi Kawasan Konservasi

Fungsi pertama adalah dengan semakin baik dan meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi yang ditetapkan menggunakan sistem zoning, maka secara otomatis akan meningkatkan fungsi kawasan konservasi tersebut sebagai daerah perlindungan alami dengan fungsi utama untuk konservasi alam. Kedua, adalah dapat berfungsi sebagai daerah antropologi yang memiliki peran  melindungi suatu daerah dengan kehidupan sosial atau tradisonal yang berfungsi melindungi bentang alam yang telah dibentuk oelh kegiatan manusia masa lalu dan masih tetap terpelihara. Fungsi ketiga adalah sebagai daerah tempat perlindungan bersejarah dan arkeologi yang memiliki peran untuk melindungi budaya, yang dapat dimanfaatkan sebagai pendidikan dan kebudayaan, rekreasi dan pariwisata.
2. Memperbaiki dan Meningkatkan Peran Kawasan Konservasi

Peran konservasi selain untuk tujuan konservasi secara umum juga berfungsi memiliki peran sebagai perlindungan DAS, sumber air bersih, memperkecil atau mencegah erosi dan banjir, menjaga kesuburan tanah, menjaga kesuburan tanah dan mengurangi endapan di hilir.  Sebab dengan adanya vegetasi (tanaman pohon) yang ditanam, maka akan dapat mencegah atau mengurangi laju aliran permukaan yang dapat menyebabkan erosi dan banjir, meningkatkan kapasitas air dalam tanah sehingga saat musim hujan tidak terjadi banjir dan saat musim kemarau tidak terjadi kekeringan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesuburan tanah.  Peran ketiga adalah sebagai unsur kesimbangan alami dan usaha menahan dan memperkecil berjangkitnya hama penyakit hewan ternak dan tanaman budidaya. Serta peran yang keempat adalah melindungi tempat-tempa yang memiliki nilai estetika dan pemandangan alam.
3. Pengembangan Rekreasi dan Pariwisata

Diharapkan dengan kegiatan konservasi ini, areal konservasi akan semakin baik sehingga peranan kawasan koservasi tidak hanya pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan dan perlindungan saja, tetapi dapat pula dikembangkan sebagai tempat rekreasi dan pariwisata. Sehingga dalam jangka panjang dapat menghasilkan devisa

4. Meningkatkan Konservasi SDA Hayati

Dengan terjaganya dan meningkatnya stabilitas kelestarian ekosistem maka akan dapat menjalankan kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, Kegiatan tersebut merupakan perlindungan proses-proses ekologis yang penting dan utama dalam sistem penyangga kehidupan. Kegiatan kedua adalah pengawetan keaneka ragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Kegiatan ketiga, adalah pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. 

5. Mengurangi Emisi Karbon

Penanaman tanaman jenis pohon pada areal konservasi akan memberikan kontribusi berupa penyerapan emisi karbon (CO2) di udara dan menghasilkan O2 bagi lingkungan yang merupakan hasil dari proses fotosintesis.  Dengan demikian akan dapat menciptakan iklim mikro bagi lngkungan di bawah areal tegakan, yang secara otomatis juga akan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan populasi dari satwa yang ada didalamnya.
6. Sebagai Produsen Alami (Penghasil Makanan) Bagi Satwa lain
Jenis tanaman yang ditanam dalam rangka konservasi akan tumbuh dan berkembang sampai mebentuk ekosistem yang klimaks.  Pada kondisi ini sejalan dengan pertumbuhannya jenis tanaman pohin tersebut akan  melakukan proses fotosintesis. Proses fotosintesis akan menghasilkan karbohidrat yang menjadi sumber makanan bagi makhluk hidup lain yang ada dalam ekosistem tersebut

7. Sebagai Pelindung dan Tempat Berproduksi bagi Satwa
Ekosistem kawasan konservasi yang membaik akan menunjang dan mendorong pertumbuhan dan perkembangan jenis organisme yang terdapat dalam ekosistem, seperti misalnya: satwa unggas, primata dan lain-lain
VIII. PENETAPAN ASPEK PENELITIAN
1. Penetapan Aspek Penelitian 
Tantangan pengelolaan hutan di Indonesia adalah untuk mempertahankan sekaligus melestarikan sumberdaya hutan.  Selain itu mengoptimalkan berbagai fungsi yang ada sehingga keberadaan hutan mampu memenuhi keberagaman kebutuhan serta memberikan peran yang lebih luas kepada manusia. Hutan sebagai suatu ekosistem yang komplek perlu dijaga kelestariannya, karena memiliki banyak peran (fungsi) seperti yang telah ditetapkan yaitu sebaga: hutan produksi, hutan konservasi dan hutan lindung. Sehingga di dalam sistem DAS hutan memilki peran sangat penting yaitu; menghambat gerakan air di permukaan tanah sehingga memberikan cukup waktu air masuk ke dalam tanah (menangkap air), mengurangi pukulan air hujan melalui kanopinya sehingga tidak terjadi erosi dan lain-lain. Melalui perannya ini muncul berbagai sumber dan mata air yang memberikan kehidupan bagi manusia. 
Pendekatan klasik untuk mengelola hutan di Indonesia dilakukan sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan seperti telah disebutkan diatas. Namun pendekatan ini tampaknya tidak cukup berhasil karena belum mampu menahan laju penebangan hutan (deforestasi) dan degradasi hutan.  Upaya pemerintah melalui penerapan agroforestry, hutan rakyat dan hutan kemasyarakatan relatif berhasil tapi akibat tekanan ekonomi gejala degradasi hutan tampaknya mulai marak kembali.
Banyak upaya lain yang dilakukan bagaimana agar masyarakat ikut memiliki dan bertanggung jawab terhadap apa yang ada dilingkungannya salah satunya adalah Pemberdayaan masyarakat.  Namun kenyataan di lapang sangat sulit dipraktekan karena menyangkut perilaku manusia. Sehingga banyak pola pemberdayaan yang telah dibuat tapi berhenti diatas meja. Ukuran pemberdayaan masyarakat sering kali ditentukan paramaternya ditentukan diatas meja selanjutnya dibawa kelapangan sebagai pertanyaan kepada petani apakah mereka setuju atau tidak setuju tanpa lebih dahulu mendalami sebenarnya apa yang diinginkan oleh petani sebagai suatu solusi menyelesaikan suatu akar permasalahannya.  Tantangan  
2. Pertanyaan Penelitian

a) Bagaimana persepsi masyarakat terhadap adanya teknologi konservasi SDA
b) Bagaimana penerimaan masyarakat terhadap adanya teknologi konservasi SDA
c) Indikator-indikator apa memiliki peran penting dalam masuknya inovasi teknologi SDA
d) Bagaimana bentuk model pemberdayaan masyarakat dalam konservasi SDA 
e) Seberapa besar penerapan/implementasi model dapat di laksanakan
3. Tujuan Penelitian

a) Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses keputusan inovasi teknologi dalam  pemberdayaan usahatani konservasi SDA 
b) Menganalisa berbagai masalah yang berkaitan dengan proses keputusan inovasi dalam pemberdayaan teknologi konservasi  SDA .

c) Menyusun model proses keputusan inovasi pemberdayaan masyarakat dalam usahatani konservasi SDA
d) Melakukan implementasi penelitian berdasarkan model pemberdayaan dalam rangka konservasi SDA yang telah dibuat 

4. Sasaran Penelitian

a) Adanya rekomendasi mengenai kelayakan model untuk setiap wilayah
b) Adanya penguatan kelembagaan ditingkat desa (sub DAS)
5. Hipotesis

Penerimaan inovasi atau pengambilan keputusan untuk menerima inovasi dipengaruhi oleh Pelatihan, Pelibatan Tokoh masyarakat dan Proses sosialisaiAda hubungan 
6. Metode Penelitian
6.1. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini rencananya dilakukan di DAS Brantas sub DAS Ambang.  Penelitian dilakukan pada 3 (tiga) wilayah studi  dengan perincian sebagai berikut : 

Tabel 1 :   Daftar Daerah Contoh/Sampel Penelitian Sub Das Ambang
	No
	Sub sub DAS
	Mewakili

	 1.
	Sumber Brantas
	

	2.
	Bango
	

	3.
	Amprong
	


6.2. Metode Penentuan Responden

Jumlah responden untuk setiap desa 10 orang yang dipilih secara sengaja (purposive) dari unsur-unsur yang ada dalam masyarakat seperti pejabat desa, tokoh masyarakat, petani, wanita tani, PPL, tukang, peternak sapi , dan lainnya. Responden dipilih berdasarkan konsep triangulasi, yaitu dengan membagi populasi berdasarkan tiga unsur pembeda (misalnya: kaya-cukup-miskin; tua-tanggung-muda; dan lain-lain).  

6.3. Metode Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.  Data primer diperoleh dari responden/partisipan dengan menggunakan pendekatan diskusi kelompok kecil terarah atau Participatory Rural Apraisal (PRA).  Partisipan terlebih dahulu memperoleh penjelasan dari  peneliti yang sekaligus berfungsi sebagai fasilitator, selanjutnya mereka sendiri yang melakukan eksploitasi data baik melalui proses observasi langsung dilapangan, pengalaman mereka sebagai anggota masyarakat dan diskusi-diskusi kelompok  yang dipandu oleh fasilitator. 

Data sekunder adalah data yang didapat dari berbagai instansi terkait, antara lain; Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten, Kantor Kecamatan, Kantor Desa, instansi terkait lainnya, serta para nara sumber terpilih. 

6.4. Metode Analisa 

Untuk bisa menjawab tujuan penelitian, peneliti menggunakan perangkat analisa ZOPP. Kerangka Proses Keputusan Inovasi dipergunakan untuk memperoleh kedalaman terhadap pemahaman masalah-masalah yang berkaitan dengan proses sosialisasi atau difusi inovasi.  Adapun perangkat ZOPP yang dipergunakan meliputi ;

a) Analisa pohon masalah,  untuk melihat masalah pokok serta keterkaitannya dengan berbagai permasalahan lainnya dalam pola hubungan sebab akibat. 

b) Matriks analisa masalah, untuk memperoleh informasi secara kuantitatif tentang pokok-pokok masalah utama yang ingin diangkat sebagai isu-isu lokal dalam upaya mencapai tujuan pengembangan ekonomi masyarakat di daerah.  

c) Analisa alternatif pemilihan program (Options Analysis), merupakan suatu teknik untuk meneliti alternatif-alternatif  strategi program yang dapat digunakan untuk mencapai  atau setidak-tidaknya dapat membantu dalam pencapaian kondisi tertentu yang diinginkan.

d) Matriks analisa alternatif pendekatan program, tujuannya untuk me- nentukan alternatif prioritas pendekatan kegiatan-kegiatan yang workable.

e) Matriks turunan model

Dari kelima model analisa tersebut, selanjutnya diturunkan angka-angka yang mencerminkan parameter-parameter seperti ; koefisien variabel, koefisien determinasi dan lain-lain. 
Usaha untuk mensosialisasi teknologi konservasi SDA dipengaruhi oleh beberapa faktor (X1 – n ).  Dengan kata lain usaha untuk mensosialisasikan teknologi konservasi SDA merupakan fungsi dari ; X1, X2,X3  …., Xn   

Jika pola hubungan tersebut dibuat dalam bentuk persamaan matematis, maka akan didapatkan model umum sebagai berikut :

Y 
( 
f (Xi) ………………………………………………….. (1)

dimana   Y       : Proses keputusan inovasi teknologi konservasi SDA
  Xi    : Faktor-faktor yang mempengaruhi  Proses keputusan inovasi  teknologi konservasi SDA,  dimana ( i = 1 s/d n). 

Bentuk hubungan matematis antara masing-masing variabel independent terhadap proses keputusan inovasi teknologi konservasi SDA merupakan hubungan linear, karena setiap penambahan atau pengurangan satu satuan kegiatan tertentu tidak  akan mempengaruhi slope, melainkan hanya mempengaruhi intercept-nya saja dari fungsi tersebut.  Jika kita gambarkan dalam bentuk grafis maka akan diperoleh gambaran sebagai mana disajikan dalam Gambar 6. dibawah ini.


Dari gambar grafik tersebut, bentuk model dugaannya, adalah :

Y  (  (1 X1 + (2 X2  + ….  + (n Xn + U  ………………………….... (2)

Dimana,
Y       :   Proses keputusan inovasi konservasi SDA   

Xi    : Faktor-faktor yang mempengaruhi sosialisasi teknologi konservasi SDA  (dimana i = 1 – n)
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Gambar  6 : Dugaan grafik fungsi proses keputusan inovasi

Tanda  ‘ ( ‘ (lebih kurang sama dengan) mengandung arti bahwa pengembangan ekonomi masyarakat di daerah tidak serta merta dipe- ngaruhi oleh variabel-variabel tersebut diatas, karena koefisien variabel disini bukanlah pengertian koefisien sebagaimana dalam pemahaman statistik, melainkan hanyalah ukuran dari persepsi masyarakat terhadap suatu variabel tertentu (berupa program-program pembangunan).

Koefisien determinasi (R2) dihitung berdasarkan jumlah dari elemen-elemen yang terkait dengan faktor-faktor atau variabel-variabel di atas yang diturunkan dari matriks analisa masalah.  Dari jumlah keterkaitan elemen-elemen secara keseluruhan (JKES) dikurangi dengan elemen-elemen yang tidak terkait (ETK), selanjutnya dibagi dengan jumlah keterkaitan elemen-elemen secara keseluruhan (JKES) dan dikalikan 100 %.


R2  =  [ ( JKES  -  ETK) / (JKES) ]  x 100 %

Untuk mengetahui tanggapan mereka terhadap seiap teknologi yang diberikan dianalisa dengan Multi Dimensional Scaling (MDS)
IX. PEMBAHASAN UMUM DAN KESIMPULAN

Luas Hutan dunia separuhnya merupakan hutan yang terletak di daerah tropika.  Hutan tropika dunia kira-kira seperempatnya terletak di wilayah Asia Pasifik dan hampir seluruhnya merupakan hutan alam.  Sedangkan Indonesa memiliki hutan tropik terluas ke tiga di dunia, dengan ekosistem yang beragam mulai dari hutan tropik dataran rendah dan dataran tinggi, hutan rawa gambut, rawa air tawar  dan hutan bakau.  Ekosistem hutan tersebut memiliki fungsi dan peran penting. Secara ekologis hutan merupakan sumber keanekaragaman hayati yang sangat kaya, baik flora maupun faunanya dan juga sebagai paru-paru dunia.
9.1. Ekspolitasi Hutan

Eksploitasi hutan tidak hanya terbatas pada hasil hutannya saja, tapi pada hutan itu sendiri seperti, pembukaan lahan untuk pemukiman, penambangan, pertanian, yang umumnya dilakukan di negara berkembang yang memiliki kepadatan penduduk relatif tinggi. Menurut FAO (2007), tingkat deforstasi hutan dunia mencapai 13,7 ha per tahun, sedangkan penanaman yang dilakukan hanya mencapai 0,7 ha per tahun.  Lebih dari setengah luas hutan global yang terdeforstasi atau terdegradasi, 40% dari hutan tersebut dikonversi menjadi penggunaan lain seperti pertanian, peternakan dan 10% telah terfragmentasi. 

Hutan di Indonesia, kawasannya tersebar dari puncak gunung (Semeru, Rinjani, Puncak Jaya, Merbabu dan lain-lain) hingga wilayah perairan, seperti Misalnya Bunaken, Wasur, Danau Sentarum dan lain-lain.  Kawasan hutan tersebut telah ditetapkan oleh pemerintah pengelolaannya sesuai dengan fungsinya.  Namun luas kawasan hutan tersebut   mengalami penurunan.  Laporan terakhir dari Badan Planologi Kehutanan menyebutkan bahwa luas wilayah hutan mencapai 123,46 juta ha, yang dikelola untuk untuk produksi kayu dan hasil hutan seluas 71,52 juta ha, untuk perlindungan tata air seluas 31,78 juta ha dan untuk konservasi flora, fauna endemik serta bentang alam spesifik seluas 23,60 juta ha (Arsyad, 2008). Seiring diberlakukannya kebijakan desentralisasi urusan pemerinatahan, luas hutan di Indonesia cenderung semakin menurun.  Laju penurunan luas hutan yang dilaporkan oleh Departemen Kehutanan pada tahun 2002 mencapai 2,8 juta ha per tahun. Laju ini meningkat 50,5 % dibandingklan dengan tingkat deforestasi dalam periode 12 tahun yang terjadi selama kurun waktu 1986 s/d 1997 dimana dilaporkan 1,86 juta hektar. Angka tersebut didukung oleh Forest Watch Indonesia dan Global Forest Watch (2000) yang melaporkan bahwa dalam kurun waktu 20 tahun laju deforestasi di Indonesia mencapai 2 juta ha per tahun 2 kali lebih cepat dibandingkan dengan tahun 1980-an. Tingginya laju deforestasi hutan di Indonesia selain yang telah disebutkan diatas, juga karena adanya pertumbuhan penduduk yang meningkat dan tidak merata, seprti kasus pemilikan tanah secara tradisional, pembukaan lahan untuk transmigrasi dan sebagainya. Untuk mengatasi hal ini diperlukan adanya kesadaran dan pemberdayaan masyarakat mengenai arti penting dari peranan hutan bagi manusia secara berkelanjutan.
9.2. Peranan Hutan bagi Lingkungan 

Hutan berpengaruh terhadap kualitas lingkungan yaitu iklim, tanah dan air.  Hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa hutan mempengaruhi iklim setempat (iklim mikro).  Variasi iklim dapat terjadi pada hutan setelah ditebang yaitu dari dingin ke panas, dari basah ke kering sehingga terkadang kurang cocok untuk pertumbuhan tanaman. Sedangkan pada hutan yang belum ditebang penuh dengan belukar, karena pohon dapat berfungsi sebagai barier dan mengurangi kecepatan angin akibatnya mengurangi penguapan air (evaporasi) dari tumbuhan yang terlindung olehnya, sehingga apabila dibawahnya ada tanaman pertanian maka pertumbuhannya relatif akan lebih baik dan dapat meningkatkan hasil panen.
Pohon-pohon hutan juga mempengaruhi struktur tanah dan erosi, sehingga mempengaruhi pengadaan air di lereng gunung.  Serasah di lantai hutan dapat mencegah atau menghambat pukulan dari rintikan air hujan untuk jatuh langsung ke tanah, tanpa seresah lantai hutan akan padat oleh air hujan sehingga mengurangi daya serap (infiltrasi)
Apabila hutan dilereng-lereng gunung habis ditebangi, air hujan akan mengalir deras membawa partikel tanah permukaan yang kemudian bercampur dengan lumpur.  Proses ini akan menutupi pori-pori tanah di permukaan, dengan demikian pada hujan berikutnya maka akan meningkatkan jumlah air yang mengalir di permukaan di sepanjang lereng akibat makin berkurangnya daya serap tanah. Hal ini menyebabkan tanah di lereng gunung menjadi relatif lebih gersang dan kerdil.  Apabila kejadiannya semakin parah dan meningkat, jika air yang mengalir di gunung tanpa rintangan, maka akan timbullah banjir dan banjir ini akan menghanyutkan lapisan humus pada permukaan tanah.

Dari uraian umum ini dapat disimpulkan bahwa penebangan hutan (deforestasi) dapat menciptakan lingkaran setan.  Semakin banyak pohon yang ditebang maka semakin besar perubahan yang terjadi pada iklim mikro, sehingga dampaknya tidak saja pada sulitnya tanaman untuk tumbuh dan berkembang, tetapi juga pada terjadinya erosi, longsor, krisis air dan banjir. Perbaikan Sumberdaya Alam hendakanya dimulai dari masyarakat karena merekalah yang nanti melaksanakannya. Namun demikian masyarakat di Hulu hendaknya jauh lebih dihargai karena merekalah kita dapat menikmati air bersih sehingga kompensasi untuk perbaikan sumberdaya alam di hulu akan jauh lebih berharga.
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